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Abstract 

 

This study examines the effectiveness of law enforcement against money 

laundering in Indonesia, highlighting challenges, obstacles, and relevant 

eradication strategies. Although Indonesia has a strong legal framework 

through Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of 

Money Laundering, implementation in the field still faces many obstacles. The 

main challenges include limited trained human resources, weak coordination 

between law enforcement agencies such as PPATK, the Police, and the 

Prosecutor's Office, and the complexity of increasingly sophisticated modus 

operandi, including the use of technology such as cryptocurrency and cross-

border transactions. This study uses normative and empirical legal methods, 

combining analysis of regulations, interviews with practitioners, and case 

studies to evaluate the effectiveness of the existing system. The results of the 

study indicate that cross-agency collaboration needs to be improved through 

system integration and synergy between related parties. In addition, the use of 

modern technology, such as artificial intelligence and big data analysis, as well 

as increasing public awareness and special training for law enforcement 

officers are key to maximizing efforts to eradicate this crime. This study 

provides strategic recommendations that are expected to support the 

strengthening of the law enforcement system in Indonesia to be more effective 

and adaptive in facing the increasingly complex challenges of money 

laundering. 

 

Keywords: Law enforcement, money laundering, institutional collaboration, 

financial technology. 

 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia, 

dengan menyoroti tantangan, hambatan, dan strategi pemberantasan yang relevan. Meskipun Indonesia telah 

memiliki kerangka hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak 

kendala. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, lemahnya koordinasi 

antar lembaga penegak hukum seperti PPATK, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta kompleksitas modus 

operandi yang semakin canggih, termasuk penggunaan teknologi seperti cryptocurrency dan transaksi lintas 

negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris, memadukan analisis terhadap 

regulasi, wawancara dengan praktisi, dan kajian kasus untuk mengevaluasi efektivitas sistem yang ada. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas lembaga perlu ditingkatkan melalui integrasi sistem dan 

sinergi antar pihak terkait. Selain itu, penggunaan teknologi modern, seperti kecerdasan buatan dan analisis 

big data, serta peningkatan kesadaran publik dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum menjadi kunci 

dalam memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi 
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strategis yang diharapkan dapat mendukung penguatan sistem penegakan hukum di Indonesia agar lebih 

efektif dan adaptif dalam menghadapi tantangan pencucian uang yang semakin kompleks. 

 

Kata Kunci: Penegakan hukum, pencucian uang, kolaborasi lembaga, teknologi finansial. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan laju 

yang cukup pesat, terutama setelah Indonesia mengalami masa transisi politik dan ekonomi pasca-

Orde Baru. Negara ini menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan 

sektor industri, infrastruktur, dan perdagangan yang pesat. Namun, di balik kemajuan tersebut, 

Indonesia menghadapi masalah serius berupa tindak pidana ekonomi, yang dapat merusak integritas 

sistem ekonomi nasional. Kejahatan ekonomi, termasuk korupsi, penipuan, dan pencucian uang, 

menjadi ancaman besar bagi stabilitas ekonomi dan sosial. Pencucian uang, khususnya, merupakan 

bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi dan melibatkan berbagai sektor dalam perekonomian( 

FitzGerald, 2017). Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan asal-usul uang 

yang diperoleh secara ilegal dan mengalihkan dana tersebut ke sektor yang sah, sehingga sulit untuk 

terdeteksi. Dalam konteks Indonesia, pencucian uang dapat merusak kredibilitas sistem keuangan 

nasional, memperburuk ketidaksetaraan sosial, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan( Haryanto Dkk, 2016). 

Tindak pidana ekonomi adalah jenis kejahatan yang melibatkan kerugian besar bagi 

perekonomian negara dan masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang semakin 

berkembang adalah pencucian uang, yaitu proses menyembunyikan atau mengalihkan uang yang 

diperoleh melalui kegiatan ilegal ke dalam sistem keuangan yang sah. Pencucian uang ini sulit 

dideteksi karena sering kali melibatkan transaksi yang kompleks dan berlapis, termasuk 

penggunaan lembaga keuangan, perusahaan fiktif, dan bahkan transaksi internasional. Dampak dari 

tindak pidana ini sangat luas, mencakup kerugian finansial bagi negara, gangguan terhadap 

stabilitas ekonomi, serta potensi merusak institusi keuangan dan perbankan yang ada( Sudarsono, 

2018). Selain itu, pencucian uang dapat memperburuk ketidakstabilan politik dengan memberikan 

kesempatan bagi kelompok tertentu untuk membiayai kegiatan terlarang atau bahkan terorisme. 

Oleh karena itu, keberadaan tindak pidana ekonomi, terutama pencucian uang, menjadi isu yang 

sangat krusial bagi Indonesia dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan 

dan pemerintahan. 

Untuk mengatasi masalah pencucian uang, Indonesia telah mengembangkan kerangka 

hukum yang memadai melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana ini. Salah satu regulasi utama yang mengatur pencucian uang adalah 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. UU ini memberikan dasar hukum bagi lembaga-lembaga terkait untuk 

melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dan memberikan sanksi kepada pihak 

yang terlibat dalam pencucian uang. Selain itu, lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan memiliki 

peran penting dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku pencucian uang( 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010). Meskipun demikian, penerapan undang-undang ini tidaklah 

mudah, mengingat berbagai tantangan yang muncul, seperti sulitnya identifikasi dan pelacakan 

transaksi yang dilakukan melalui kanal-kanal internasional yang kompleks.  
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Penegakan hukum terkait pencucian uang di Indonesia menghadapi banyak tantangan yang 

mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya 

manusia yang terlatih di bidang ini. Aparat penegak hukum, meskipun memiliki regulasi yang jelas, 

sering kali kekurangan kapasitas dalam hal pengetahuan teknis mengenai teknik pencucian uang 

yang semakin canggih. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus 

pencucian uang, seperti PPATK, Polri, dan Kejaksaan, terkadang tidak optimal, mengingat 

perbedaan mandat dan prosedur kerja masing-masing lembaga. Modus operandi pencucian uang 

juga semakin kompleks, dengan menggunakan teknologi tinggi dan jaringan internasional yang sulit 

dilacak. Pencucian uang sering kali dilakukan dengan cara yang sangat tersembunyi, seperti melalui 

transaksi cryptocurrency, penggunaan perusahaan fiktif, atau jalur perdagangan internasional yang 

tidak transparan. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam konteks ini membutuhkan peningkatan 

kolaborasi antar lembaga dan penggunaan teknologi yang lebih maju untuk mendeteksi transaksi 

yang mencurigakan.  

Meskipun Indonesia telah berusaha untuk memperbaiki sistem penegakan hukum terkait 

pencucian uang, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Beberapa kasus besar yang melibatkan 

pencucian uang belum berhasil diungkap secara menyeluruh, sementara sanksi yang diberikan 

sering kali tidak memberikan efek jera yang cukup kepada pelaku kejahatan. Penegakan hukum 

terhadap pencucian uang masih terhambat oleh kendala administratif, kurangnya bukti yang kuat, 

dan rendahnya tingkat kepatuhan dari sektor perbankan dan lembaga keuangan untuk melaporkan 

transaksi yang mencurigakan( World Bank, 2018). Dalam beberapa kasus, pelaku yang terlibat dalam 

jaringan internasional juga dapat memanfaatkan celah hukum antar negara, sehingga mereka dapat 

lolos dari proses hukum Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi dan penguatan terhadap mekanisme 

penegakan hukum menjadi sangat penting, guna memastikan bahwa pencucian uang dapat ditekan 

dan sistem hukum Indonesia tetap tepercaya.  

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait pencucian uang di Indonesia, 

sejumlah perbaikan harus dilakukan. Pertama, pelatihan yang lebih intensif dan terstruktur bagi 

aparat penegak hukum, baik dari segi teknik investigasi maupun pemahaman terhadap 

perkembangan modus pencucian uang, sangat diperlukan. Kedua, penguatan koordinasi antar 

lembaga yang terlibat dalam penanganan pencucian uang harus lebih ditingkatkan, terutama dalam 

hal berbagi informasi dan sinkronisasi data transaksi yang mencurigakan. Ketiga, pelibatan 

teknologi seperti sistem deteksi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan blockchain dapat membantu 

dalam mempercepat proses identifikasi transaksi yang mencurigakan dan melacak jejak uang secara 

lebih efisien. Terakhir, penerapan sanksi yang lebih tegas dan jera terhadap pelaku pencucian uang 

perlu diperkuat untuk memberikan sinyal yang jelas bahwa Indonesia serius dalam memberantas 

tindak pidana ini. Dengan demikian, perbaikan ini akan berkontribusi pada penguatan sistem hukum 

Indonesia dan menciptakan iklim ekonomi yang lebih sehat dan transparan. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas sistem hukum Indonesia dalam menangani tindak pidana pencucian 

uang? 

2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang di Indonesia?  
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3. Bagaimana koordinasi antar lembaga terkait dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum 

dalam kasus pencucian uang di Indonesia? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di 

Indonesia. 

2. Untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum 

dalam menangani kasus pencucian uang di Indonesia. 

3. Untuk memberikan rekomendasi terkait upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar 

lembaga dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan statuta, konseptual, dan analisis perbandingan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia 

dengan mengkaji undang-undang, peraturan, serta kebijakan yang berlaku. Pendekatan statuta 

dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana 

pencucian uang, terutama UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep 

hukum terkait, seperti definisi tindak pidana pencucian uang, asas-asas yang mendasari hukum 

pidana ekonomi, serta teori-teori penegakan hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan 

analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan praktik penegakan hukum pencucian uang 

di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah memiliki pengalaman lebih dalam menangani 

kasus serupa, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

kelemahan dan kekuatan sistem hukum Indonesia. 

Selain itu, metode penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum empiris untuk 

menggali data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat 

penegak hukum, praktisi hukum, serta lembaga pengawas seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan). Data sekunder berupa literatur, jurnal, laporan penelitian, serta 

dokumen hukum juga digunakan untuk mendalami teori-teori hukum yang ada. Data yang 

terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti tidak hanya 

mengumpulkan dan mendeskripsikan data, tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap 

kesesuaian antara praktik penegakan hukum yang ada dengan teori-teori yang berkembang. Hasil 

analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan 

efektivitas penegakan hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang di Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pencucian Uang 

Pencucian uang, dalam konteks hukum, merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan 

untuk menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari tindak pidana, agar tampak sah dan legal. 

Tindak pidana ini memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian, baik di tingkat nasional 

maupun global. Dalam upaya mencegah dan memberantas pencucian uang, Indonesia telah 
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merumuskan undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi lembaga negara dan lembaga 

keuangan untuk mengidentifikasi dan menangani praktek tersebut. Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi 

landasan utama dalam mengatur mekanisme pengawasan, pelaporan, dan penindakan terhadap 

tindak pidana ini. UU tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam 

mengatasi masalah pencucian uang yang semakin kompleks, terutama dengan adanya 

perkembangan teknologi finansial dan transaksi elektronik yang mempermudah individu atau 

kelompok melakukan tindak kejahatan ini secara tersembunyi. Namun, penerapan undang-undang 

ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya dalam 

praktik( Daud Dkk, 2022). 

Secara umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah merumuskan prosedur yang jelas 

dalam mencegah dan menindak pencucian uang( Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Undang-

undang ini mencakup kewajiban bagi lembaga keuangan dan entitas tertentu untuk melaporkan 

transaksi yang mencurigakan dan memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk 

melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu 

inovasi yang dibawa oleh UU ini adalah pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK), yang berfungsi sebagai lembaga yang menganalisis laporan transaksi 

mencurigakan untuk mendeteksi potensi tindak pidana. Meskipun memiliki landasan hukum yang 

jelas, pelaksanaan undang-undang ini sering kali terkendala oleh berbagai faktor. Di antaranya 

adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam menyelidiki serta 

menangani kasus pencucian uang. Selain itu, ketidakpastian hukum yang ada, baik dalam hal 

penafsiran aturan maupun dalam implementasinya, menghambat lembaga-lembaga penegak hukum 

dalam mengambil tindakan yang tepat dan efisien. Tidak jarang, proses hukum menjadi terhambat 

karena kurangnya alat bukti yang kuat, serta tantangan teknis dalam melacak transaksi keuangan 

yang tersembunyi di balik jaringan global yang kompleks. 

Selain itu, efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang juga 

dipengaruhi oleh masalah koordinasi antar lembaga yang berwenang. Meskipun terdapat beberapa 

lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus ini, seperti kepolisian, Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun sering kali terdapat 

tumpang tindih atau kekosongan dalam pembagian tugas di antara lembaga-lembaga tersebut. Hal 

ini seringkali menyebabkan adanya ketidakefisienan dalam penanganan kasus pencucian uang. 

Setiap lembaga memiliki peran yang berbeda dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

ini, namun tidak jarang terjadi ketidakjelasan dalam pembagian peran yang membuat respons 

terhadap kasus pencucian uang menjadi terlambat atau tidak optimal. Selain itu, perbedaan prioritas 

dan cara pandang antara lembaga-lembaga ini sering kali menghambat tercapainya tujuan yang 

sama, yaitu memberantas praktik pencucian uang yang merugikan negara( Watkat Dkk, 2023). 

Di samping itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaporan transaksi 

mencurigakan menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Transaksi 

yang mencurigakan, meskipun dapat terdeteksi oleh lembaga pengawas, sering kali terlewatkan 

karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan indikasi pencucian uang. Lembaga-

lembaga keuangan yang wajib melaporkan transaksi mencurigakan juga masih menghadapi kendala 

dalam hal pelatihan dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, edukasi yang 

lebih intensif kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang terlibat langsung dalam transaksi 
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keuangan, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dalam upaya pencegahan 

pencucian uang. Program sosialisasi yang melibatkan semua elemen masyarakat, dari masyarakat 

umum hingga pelaku usaha dan lembaga keuangan, harus dilakukan secara berkelanjutan agar 

pencucian uang dapat lebih cepat terdeteksi dan diberantas. 

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan 

dasar hukum yang jelas dan komprehensif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa tantangan yang perlu segera diatasi. 

Evaluasi dan pembaruan terhadap mekanisme yang ada sangat penting untuk memastikan bahwa 

upaya pemberantasan pencucian uang dapat lebih optimal. Terutama, diperlukan peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga-lembaga yang berwenang, serta pembenahan 

koordinasi antar lembaga yang terkait dalam penanganan kasus ini. Selain itu, pemanfaatan 

teknologi yang lebih maju dalam mendeteksi transaksi yang mencurigakan juga dapat 

meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum dalam kasus 

pencucian uang akan lebih mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian 

negara dan menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan bebas dari praktik kejahatan.  

Pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang sangat merugikan sistem 

perekonomian dan keuangan negara. Kejahatan ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi, 

tetapi juga memperburuk integritas sistem keuangan global. Oleh karena itu, upaya penegakan 

hukum yang efektif terhadap tindak pidana pencucian uang sangat diperlukan untuk mencegah dan 

memberantas praktik ini. Di Indonesia, berbagai lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, 

Kejaksaan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), memainkan peran 

penting dalam upaya tersebut. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan untuk menangani 

kasus pencucian uang, evaluasi terhadap efektivitas kinerja lembaga-lembaga ini masih sangat 

diperlukan untuk menilai sejauh mana penegakan hukum berjalan dengan baik dan mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam pelaksanaannya. Keberhasilan penegakan hukum dalam pencucian uang 

bergantung pada banyak faktor, mulai dari kualitas regulasi yang ada hingga koordinasi antar 

lembaga yang terlibat. 

Kepolisian sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelidikan dan 

pengungkapan kasus pencucian uang di Indonesia sering menghadapi berbagai kendala, baik dari 

segi sumber daya maupun kapasitas teknis dalam melacak aliran dana yang mencurigakan. Dalam 

banyak kasus, pencucian uang melibatkan transaksi lintas negara yang rumit dan membutuhkan 

kerja sama internasional yang kuat. Meskipun demikian, Kepolisian Indonesia telah berhasil 

mengungkap beberapa kasus besar yang melibatkan sindikat internasional, dan ini menunjukkan 

bahwa dengan dukungan yang tepat, Kepolisian mampu bekerja secara efektif. Keberhasilan ini 

bisa menjadi cermin penting bahwa peningkatan kapasitas melalui pelatihan intensif, serta 

penggunaan teknologi yang lebih canggih dalam penyelidikan, dapat meningkatkan efektivitas 

Kepolisian dalam menangani kasus-kasus pencucian uang. Selain itu, masalah lainnya adalah 

lambatnya proses hukum dan birokrasi yang sering menghambat penanganan kasus dengan cepat 

dan efisien( Nuryanto, 2019). 

Kejaksaan memainkan peran penting dalam menuntut pelaku pencucian uang yang sudah 

berhasil diungkap oleh Kepolisian. Namun, Kejaksaan sering menghadapi tantangan dalam 

menghadirkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dakwaan di pengadilan. Kasus pencucian 
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uang seringkali sangat kompleks, dengan melibatkan berbagai pihak dan aliran dana yang 

tersembunyi. Tanpa bukti yang jelas, sangat sulit bagi Kejaksaan untuk mendapatkan vonis yang 

sesuai dengan hukum. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya 

pemahaman mendalam dari pihak penuntut mengenai teknik dan modus operandi pencucian uang. 

Oleh karena itu, penting bagi Kejaksaan untuk memperkuat kerjasama dengan lembaga lain, 

terutama PPATK, dalam mengumpulkan dan mengkonfirmasi bukti transaksi keuangan yang 

mencurigakan. Dengan bukti yang lebih kuat, proses penuntutan dapat berjalan lebih efektif dan 

memberikan efek jera yang lebih besar bagi pelaku pencucian uang. 

PPATK, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menganalisis dan mendeteksi 

transaksi mencurigakan, memainkan peran yang sangat vital dalam pemberantasan pencucian uang 

di Indonesia. PPATK memiliki kewenangan untuk melakukan analisis terhadap laporan transaksi 

yang mencurigakan dan menyampaikan temuan tersebut kepada lembaga penegak hukum untuk 

ditindaklanjuti. Meskipun PPATK memiliki peran yang sangat penting dalam proses ini, sering kali 

hasil analisis yang disampaikan tidak langsung ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum. Hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya koordinasi yang efektif antar 

lembaga terkait. Di samping itu, kendala teknis dalam hal pengolahan data dan keterbatasan dalam 

hal regulasi juga menjadi tantangan dalam mempercepat proses tindak lanjut atas temuan PPATK. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pencucian uang, 

diperlukan peningkatan sinergi antara PPATK dengan lembaga penegak hukum lainnya. 

Evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana 

pencucian uang menunjukkan bahwa meskipun lembaga-lembaga terkait telah melakukan berbagai 

upaya, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi. Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga 

penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK, serta koordinasi yang lebih baik di 

antara mereka, sangat diperlukan agar kasus-kasus pencucian uang dapat ditangani dengan lebih 

efektif. Selain itu, perbaikan dalam sistem hukum dan penguatan regulasi, seperti Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa praktik pencucian uang dapat diberantas dengan 

lebih efektif. Lembaga-lembaga ini harus dapat bekerjasama lebih erat untuk menghadapi tantangan 

pencucian uang yang semakin canggih dan kompleks. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap 

kinerja lembaga-lembaga ini dan reformasi hukum yang lebih komprehensif sangat diperlukan 

untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia dalam mengatasi tindak pidana 

pencucian uang. 

Pencucian uang merupakan kejahatan yang melibatkan aliran dana ilegal yang sulit 

diungkap dan diproses oleh lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, statistik kasus pencucian 

uang menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas sistem hukum dalam menangani kejahatan 

ini. Di Indonesia, meskipun terdapat sejumlah kasus pencucian uang yang berhasil diselesaikan, 

jumlah kasus yang terungkap relatif lebih sedikit dibandingkan dengan praktek pencucian uang 

yang sebenarnya terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat pencucian uang 

yang terjadi dengan yang dapat terungkap oleh lembaga penegak hukum. Menurut data yang ada, 

sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat peningkatan jumlah laporan dan penyelidikan, namun 

tidak semuanya berujung pada proses hukum yang memadai. Ini disebabkan oleh kompleksitas 

pencucian uang yang melibatkan banyak pihak dan aliran dana yang sulit dilacak. 
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Dalam proses penuntutan kasus pencucian uang, keberhasilan dalam membawa kasus ke 

pengadilan sangat bergantung pada kualitas bukti yang ditemukan selama penyelidikan. Data 

statistik menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah kasus yang dilaporkan dan diselidiki, hanya 

sedikit yang berlanjut ke pengadilan dengan dakwaan yang dapat dibuktikan secara jelas. Hal ini 

seringkali terjadi karena kendala teknis dalam penyusunan bukti yang sah di pengadilan. Pencucian 

uang sering melibatkan transaksi yang menggunakan struktur kompleks dan melibatkan entitas 

asing, sehingga sulit untuk mendapatkan bukti yang cukup kuat dan sah. Bahkan, dalam beberapa 

kasus, keterbatasan kapasitas penyidik dan penuntut umum dalam memahami modus operandi 

pencucian uang menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam membawa kasus ke pengadilan( 

Tanggahma, 2023). 

Meski demikian, ada juga beberapa kasus yang berhasil dibawa ke pengadilan dengan hasil 

yang memadai. Statistik menunjukkan bahwa kasus-kasus besar yang melibatkan sindikat 

internasional atau pelaku korporasi besar sering kali mendapatkan perhatian lebih dari lembaga 

penegak hukum dan berhasil menghasilkan keputusan pengadilan yang cukup berat. Namun, 

meskipun jumlah kasus besar yang berhasil dituntaskan ini terbilang sedikit, keputusan pengadilan 

tersebut tetap memberikan efek jera bagi pelaku pencucian uang lainnya. Keberhasilan ini 

menunjukkan bahwa dengan adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga penegak hukum, 

seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK, serta dukungan dari pihak internasional, proses 

penuntutan kasus pencucian uang dapat menghasilkan keputusan yang sesuai dengan hukum yang 

berlaku. 

Tingkat keberhasilan dalam memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelaku pencucian 

uang di Indonesia masih cukup rendah jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang terungkap. 

Statistik menunjukkan bahwa meskipun beberapa pelaku dikenakan sanksi pidana, banyak juga 

yang hanya dikenakan denda atau sanksi administratif yang tidak memberikan efek jera yang 

signifikan. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara besaran hukuman yang 

dijatuhkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Selain itu, adanya celah hukum dan 

implementasi yang kurang tegas dari aturan yang ada menyebabkan sanksi terhadap pelaku 

pencucian uang tidak sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih ketat dan 

konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan benar-benar memberikan 

dampak yang signifikan terhadap praktik pencucian uang. 

Evaluasi terhadap statistik kasus pencucian uang di Indonesia menunjukkan bahwa 

meskipun ada upaya yang signifikan dari lembaga-lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan 

kasus-kasus ini, banyak tantangan yang masih perlu diatasi. Diperlukan peningkatan kapasitas 

lembaga penegak hukum dalam menangani kasus pencucian uang, baik dari segi sumber daya 

manusia, teknologi, maupun koordinasi antar lembaga. Selain itu, perbaikan dalam hal regulasi dan 

penerapan hukum yang lebih tegas juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas 

pemberantasan pencucian uang. Hal ini akan berujung pada peningkatan jumlah kasus yang 

diselesaikan dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam membawa kasus ke pengadilan 

dan memberikan sanksi yang sesuai dengan pelaku, sehingga dapat menciptakan sistem hukum 

yang lebih efektif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. 
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Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang  

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia menghadapi 

berbagai tantangan yang signifikan, yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensinya. Salah satu 

tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian khusus 

dalam menangani kasus pencucian uang. Kejahatan pencucian uang umumnya melibatkan berbagai 

teknik yang kompleks dan terus berkembang, sehingga aparat penegak hukum memerlukan 

keterampilan yang memadai untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mengungkap tindak pidana 

tersebut. Namun, SDM yang terlatih dalam bidang ini masih terbatas, baik di kepolisian, kejaksaan, 

maupun lembaga lainnya yang berperan dalam pemberantasan pencucian uang. Banyak aparat yang 

belum sepenuhnya memahami aspek teknis dalam kasus pencucian uang, sehingga penyelidikan 

sering kali mengalami hambatan. Tanpa keahlian khusus, proses identifikasi dan investigasi 

menjadi terhambat, yang mengarah pada ketidakmampuan untuk mengungkap skema pencucian 

uang yang semakin rumit( Putranto Dkk, 2023). 

Keterbatasan SDM juga diperburuk oleh kurangnya pelatihan yang terstruktur dan 

menyeluruh mengenai metode baru dalam pencucian uang. Seiring dengan perkembangan 

teknologi, modus operandi yang digunakan oleh pelaku pencucian uang semakin canggih dan sulit 

untuk diidentifikasi. Misalnya, penggunaan mata uang digital dan platform pembayaran anonim 

seperti cryptocurrency membuat transaksi menjadi lebih tersembunyi dan lebih sulit dilacak. Oleh 

karena itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM dalam aparat penegak hukum harus 

diperbarui secara berkala untuk mengimbangi perubahan ini. Selain itu, penguatan pendidikan dan 

pelatihan di tingkat dasar dan lanjutan menjadi hal yang mendesak untuk memastikan aparat 

penegak hukum dapat mengidentifikasi tanda-tanda pencucian uang dengan lebih cepat dan tepat. 

Tanpa pengetahuan yang memadai, aparat tidak akan mampu mengatasi tantangan baru yang 

muncul dalam kejahatan finansial yang semakin beragam ini. 

Selain masalah SDM, kekurangan infrastruktur juga menjadi kendala besar dalam 

pemberantasan pencucian uang. Saat ini, banyak lembaga penegak hukum yang masih 

mengandalkan teknologi dan sistem manual yang ketinggalan zaman untuk mendeteksi dan 

menganalisis transaksi keuangan. Padahal, kasus pencucian uang sering melibatkan aliran dana 

yang sangat besar dan tersebar di berbagai negara. Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur yang 

lebih canggih untuk dapat memantau dan menganalisis transaksi keuangan secara real-time. 

Teknologi modern, seperti perangkat lunak analisis data besar (big data) dan kecerdasan buatan 

(artificial intelligence), perlu diterapkan untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan 

dengan lebih efisien. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, upaya penegakan hukum akan 

tetap terkendala, bahkan dalam kasus-kasus yang sudah jelas terlihat adanya indikasi pencucian 

uang. Lembaga penegak hukum harus lebih proaktif dalam mengadopsi teknologi terbaru untuk 

membantu menyelesaikan tantangan ini. 

Selain keterbatasan SDM dan infrastruktur, kerumitan modus operandi yang digunakan oleh 

pelaku pencucian uang turut memperburuk penegakan hukum. Pada masa lalu, pencucian uang 

lebih mudah dideteksi karena pelaku cenderung menggunakan metode yang lebih sederhana, seperti 

penyelundupan uang melalui rekening bank atau penggunaan perusahaan cangkang untuk 

mengalihkan dana. Namun, dengan adanya teknologi baru, pelaku kini menggunakan berbagai 

metode canggih untuk menyembunyikan jejak transaksi mereka. Misalnya, cryptocurrency 



 

 
                                                                                                                                                              

 

 

 

9931 

 

JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara 
https://jicnusantara.com/index.php/jicn  

Vol : 1 No: 6, Desember 2024- Januari 2025  

E-ISSN : 3046-4560 

memungkinkan transaksi yang hampir tidak terdeteksi dan dapat dilakukan tanpa perantara 

keuangan yang sah. Selain itu, banyak pelaku yang memanfaatkan teknik layering, yaitu 

menyembunyikan sumber dananya melalui berbagai transaksi yang rumit dan lintas negara. Dengan 

banyaknya metode yang digunakan, aparat penegak hukum kesulitan untuk mengikuti aliran uang 

dan membuktikan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, 

penegakan hukum harus beradaptasi dengan metode terbaru yang digunakan oleh pelaku, yang 

melibatkan teknologi canggih dan jaringan internasional. 

Keberagaman modus operandi ini juga diperburuk oleh fakta bahwa pelaku pencucian uang 

seringkali menggunakan jaringan internasional untuk menyembunyikan aliran dana mereka. 

Pencucian uang tidak lagi terbatas pada skema domestik, tetapi kini melibatkan berbagai negara 

yang memiliki regulasi yang berbeda-beda. Pelaku sering kali memanfaatkan perbedaan hukum 

antar negara untuk menyembunyikan jejak aliran dana dan menghindari proses hukum yang lebih 

ketat. Banyak transaksi dilakukan melalui negara-negara yang memiliki kebijakan yang lebih 

longgar dalam pengawasan terhadap aktivitas keuangan, sehingga membuat pelacakan dan 

penyelidikan semakin sulit. Selain itu, transaksi lintas negara memerlukan koordinasi yang kuat 

antar lembaga penegak hukum internasional, seperti Interpol dan Financial Action Task Force 

(FATF), untuk mempercepat proses investigasi. Tanpa kerjasama internasional yang solid, para 

pelaku kejahatan dapat menghindari jeratan hukum dengan mudah, bahkan jika mereka telah 

melibatkan banyak negara dalam pencucian uang( Irawan Dkk, 2015). 

Koordinasi antar lembaga penegak hukum di dalam negeri juga menjadi salah satu masalah 

utama yang memperlambat pemberantasan pencucian uang. Lembaga-lembaga seperti Kepolisian, 

Kejaksaan, PPATK, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya bekerja sama dalam menangani 

kasus pencucian uang, namun sering kali terjadi ketidaksesuaian dalam pendekatan dan prosedur 

masing-masing lembaga. Hal ini mengarah pada kurangnya aliran informasi yang efektif antar 

lembaga yang terlibat. PPATK, misalnya, yang berfokus pada analisis transaksi mencurigakan, 

seringkali mengalami keterlambatan dalam meneruskan temuan mereka kepada lembaga penegak 

hukum lain, seperti Kepolisian atau Kejaksaan, yang kemudian bisa mengambil tindakan lebih 

lanjut. Kendala komunikasi ini mengarah pada terhambatnya proses investigasi dan pengumpulan 

bukti yang diperlukan untuk membawa pelaku ke pengadilan. Selain itu, perbedaan prioritas antar 

lembaga penegak hukum juga memperburuk masalah koordinasi. Kepolisian lebih berfokus pada 

penindakan cepat, sedangkan Kejaksaan lebih memprioritaskan kelengkapan dokumen untuk proses 

hukum yang lebih formal. Tanpa adanya koordinasi yang solid, proses penegakan hukum terhadap 

pencucian uang menjadi lebih lambat dan tidak efektif. 

Kesulitan dalam koordinasi juga muncul karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan 

kapasitas antar lembaga. Beberapa lembaga penegak hukum mungkin memiliki akses lebih baik 

terhadap teknologi dan informasi, sementara lembaga lainnya memiliki keterbatasan dalam hal 

SDM atau anggaran. Keterbatasan ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam hal kemampuan 

lembaga untuk menangani kasus pencucian uang secara menyeluruh. Lembaga-lembaga yang 

kurang memiliki sumber daya, seperti Kejaksaan atau OJK, sering kali terhambat dalam menangani 

kasus yang melibatkan aliran dana yang sangat besar atau transaksi lintas negara. Oleh karena itu, 

untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efisien, perlu ada pembagian sumber daya yang 

lebih adil dan penguatan kapasitas lembaga yang terlibat dalam pemberantasan pencucian uang. Hal 
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ini dapat dilakukan melalui alokasi anggaran yang lebih besar dan peningkatan kapasitas teknologi 

serta pelatihan yang lebih intensif untuk aparat penegak hukum. 

Selain itu, pengaturan hukum dan kebijakan yang tidak selalu sinkron antara regulasi 

domestik dan internasional juga menjadi kendala dalam pemberantasan pencucian uang. Meskipun 

Indonesia telah mengadopsi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, implementasinya terkadang masih kurang 

maksimal. Beberapa aspek hukum di Indonesia mungkin tidak sejalan dengan standar internasional 

yang diterapkan oleh lembaga-lembaga global, seperti FATF. Hal ini membuat Indonesia sulit 

untuk berkolaborasi secara efektif dalam rangka pengungkapan jaringan pencucian uang 

internasional. Selain itu, beberapa negara yang memiliki hubungan finansial erat dengan Indonesia 

mungkin memiliki regulasi yang kurang ketat atau tidak memadai dalam menangani pencucian 

uang, sehingga memberikan ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan celah tersebut. Oleh karena 

itu, perlu ada upaya untuk menyesuaikan regulasi domestik dengan standar internasional guna 

memastikan bahwa Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam upaya global untuk memberantas 

pencucian uang. 

Kendala dalam implementasi regulasi juga muncul akibat kurangnya pemahaman yang 

memadai di tingkat praktik mengenai cara-cara mendeteksi transaksi mencurigakan. Bank dan 

lembaga keuangan lainnya, sebagai salah satu pihak yang dapat mengidentifikasi potensi pencucian 

uang, sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam mengenali pola-pola transaksi yang 

tidak biasa. Meskipun terdapat ketentuan dalam Undang-Undang untuk melaporkan transaksi 

mencurigakan, banyak bank yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

transaksi mereka. Hal ini seringkali terjadi karena kurangnya pelatihan dan pemahaman mendalam 

mengenai indikator pencucian uang. Oleh karena itu, pelatihan yang lebih intensif bagi petugas 

keuangan di Indonesia harus dilakukan, serta penguatan mekanisme internal di bank dan lembaga 

keuangan lainnya agar mereka dapat lebih cepat merespon transaksi yang mencurigakan. 

Kerumitan dalam pemberantasan pencucian uang di Indonesia juga tidak lepas dari adanya 

kurangnya perhatian terhadap peran penting masyarakat dalam proses deteksi dini. Banyak individu 

atau perusahaan yang tidak sepenuhnya sadar akan potensi pencucian uang yang dapat terjadi dalam 

transaksi mereka. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan mereka tidak melaporkan atau 

mengambil tindakan yang diperlukan ketika mereka mencurigai adanya transaksi yang tidak wajar. 

Oleh karena itu, salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan 

edukasi dan kesadaran publik mengenai pencucian uang. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

tanda-tanda pencucian uang dan pentingnya melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada 

otoritas yang berwenang harus diperluas. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat deteksi dini, 

tetapi juga dapat meminimalkan risiko Indonesia menjadi tempat berkembangnya pencucian uang 

yang semakin kompleks( Prasety Dkk, 2021). 

Dengan adanya tantangan-tantangan yang ada, Indonesia perlu melakukan berbagai 

reformasi dalam sistem penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

Langkah pertama adalah memperkuat kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum, baik dari sisi 

SDM, teknologi, maupun infrastruktur. Kedua, penting untuk memperbaiki koordinasi antara 

lembaga-lembaga terkait dalam penanganan kasus pencucian uang. Koordinasi yang baik antar 

lembaga akan mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan. Ketiga, Indonesia juga perlu 
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memperkuat kerjasama internasional dalam pemberantasan pencucian uang, terutama dengan 

negara-negara yang memiliki regulasi yang lebih ketat dalam hal transaksi keuangan. Selain itu, 

kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat lebih proaktif dalam membantu 

mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan melaporkannya. Dengan langkah-langkah tersebut, 

Indonesia dapat mengatasi tantangan-tantangan besar yang ada dan memperkuat penegakan hukum 

terhadap tindak pidana pencucian uang( Robbani, 2021). 

Rekomendasi untuk Peningkatan Penegakan Hukum dalam Kasus Pencucian Uang 

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana pencucian uang membutuhkan 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penanganan kasus ini. 

Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pegawai PPATK harus memiliki keterampilan 

khusus dalam mendeteksi dan mengatasi kejahatan ini. Peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan 

melalui pelatihan yang berkelanjutan dan relevan dengan perkembangan modus operandi pencucian 

uang yang semakin kompleks. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis terkait identifikasi 

transaksi mencurigakan, tetapi juga pengetahuan tentang sistem keuangan digital, cryptocurrency, 

serta teknik analisis data besar yang dapat membantu mengungkap jaringan kejahatan. Di samping 

itu, aparat penegak hukum juga perlu dilatih untuk memahami mekanisme internasional yang 

digunakan oleh pelaku pencucian uang, termasuk transaksi lintas negara, agar dapat merespons 

dengan cepat dan akurat terhadap kasus-kasus yang melibatkan pihak luar negeri. Pelatihan yang 

komprehensif ini akan memperkuat kemampuan aparat dalam menghadapi berbagai tantangan yang 

ditimbulkan oleh pencucian uang yang semakin canggih. 

Selain peningkatan keterampilan teknis, penting juga untuk membekali aparat penegak 

hukum dengan keterampilan dalam bekerja secara kolaboratif. Penanganan kasus pencucian uang 

yang melibatkan lebih dari satu lembaga membutuhkan koordinasi yang solid antar berbagai pihak 

terkait. Oleh karena itu, selain pelatihan dalam hal penyelidikan dan analisis, aparat juga perlu 

diberikan pendidikan mengenai pentingnya kerjasama antar lembaga dalam proses penyelidikan. 

Misalnya, kerjasama antara PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

harus berjalan dengan lancar dan saling mendukung. Untuk itu, setiap lembaga harus memiliki 

pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam mengungkap dan 

menangani kasus pencucian uang. Salah satu cara yang bisa diterapkan untuk meningkatkan 

koordinasi ini adalah dengan membentuk sebuah sistem koordinasi yang terintegrasi yang 

memungkinkan pertukaran informasi secara langsung dan real-time antara lembaga-lembaga 

tersebut. Dengan langkah ini, proses investigasi dapat dilakukan secara lebih efisien, dan data yang 

relevan dapat segera digunakan untuk mendalami suatu kasus( Adhar, 2020). 

Rekomendasi berikutnya adalah untuk memperkuat kerjasama antar lembaga baik di tingkat 

nasional maupun internasional. Penanganan pencucian uang memerlukan kolaborasi yang lebih 

intensif antara lembaga-lembaga di dalam negeri, seperti PPATK, Polri, Kejaksaan, serta lembaga 

internasional seperti Interpol dan Financial Action Task Force (FATF). Mengingat sifat tindak 

pidana pencucian uang yang seringkali melibatkan transaksi lintas negara, kerjasama internasional 

menjadi sangat penting. Negara-negara lain yang memiliki sistem regulasi yang lebih ketat dalam 

hal transaksi keuangan sering kali menjadi mitra utama dalam pemberantasan pencucian uang. Oleh 

karena itu, Indonesia perlu memperkuat jaringan kerjasama dengan negara-negara ini untuk saling 

bertukar informasi mengenai pola transaksi yang mencurigakan. Selain itu, penting juga untuk 
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meningkatkan pelatihan dan workshop yang melibatkan lembaga-lembaga internasional untuk 

memperkenalkan metode terbaru dalam mendeteksi dan menangani pencucian uang. Dengan 

membangun kemitraan yang lebih solid dan kolaboratif di tingkat global, Indonesia dapat 

memperluas jangkauan dan efektivitas upayanya dalam memerangi kejahatan pencucian uang. 

Selain meningkatkan kerjasama antar lembaga, penting juga untuk memanfaatkan teknologi 

yang ada dalam upaya penegakan hukum. Teknologi, terutama dalam hal analisis data besar (big 

data) dan kecerdasan buatan (AI), sangat berguna untuk mendeteksi pola transaksi yang 

mencurigakan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, lembaga-lembaga penegak hukum dapat 

melakukan pemantauan transaksi secara otomatis dan menganalisis pola-pola transaksi yang 

mungkin tidak dapat dideteksi secara manual. Selain itu, teknologi blockchain yang digunakan 

dalam cryptocurrency juga memberikan peluang besar untuk melacak jejak transaksi yang 

dilakukan oleh pelaku pencucian uang. Keberadaan teknologi ini memungkinkan aparat penegak 

hukum untuk memantau, mendeteksi, dan menyelidiki transaksi mencurigakan dengan lebih cepat, 

sehingga dapat mempercepat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, Indonesia harus segera 

mengadopsi dan mengembangkan penggunaan teknologi ini untuk memperkuat kemampuan dalam 

mengidentifikasi dan menangani kasus pencucian uang yang semakin kompleks. 

Namun, penggunaan teknologi juga harus disertai dengan pengembangan sistem pelaporan 

transaksi yang lebih efisien. Lembaga-lembaga keuangan, seperti bank dan perusahaan pembiayaan, 

harus dilibatkan dalam sistem pelaporan transaksi yang mencurigakan. Peningkatan transparansi 

dalam laporan transaksi akan memungkinkan PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya untuk 

segera mengidentifikasi transaksi yang tidak wajar dan melakukan investigasi lebih lanjut. Untuk 

itu, lembaga-lembaga keuangan perlu dilengkapi dengan sistem yang memungkinkan mereka untuk 

mendeteksi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan dengan lebih cepat. Dalam hal ini, sistem 

pelaporan berbasis digital dapat memainkan peran penting dalam mempercepat aliran informasi. 

Dengan sistem yang lebih terstruktur, setiap laporan transaksi yang mencurigakan dapat diproses 

dengan lebih cepat, dan tindakan yang diperlukan dapat segera dilakukan oleh pihak berwenang. 

Hal ini akan membantu mencegah pencucian uang lebih lanjut dan mengurangi risiko transaksi 

ilegal di sektor keuangan(Disantara Dkk, 2022). 

Di samping itu, penting juga untuk memperhatikan aspek perlindungan data pribadi dan 

privasi dalam penggunaan teknologi untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Selama proses 

investigasi dan pelaporan, data pribadi nasabah harus dilindungi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Oleh karena itu, pengembangan regulasi yang mengatur penggunaan data dalam konteks 

penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting. Regulasinya harus memastikan bahwa data 

pribadi hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak disalahgunakan. Perlindungan data pribadi 

ini akan memastikan bahwa teknologi dapat digunakan dengan aman dan efisien tanpa 

menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat atau pelaku bisnis. Regulasi yang tepat juga 

akan mendorong lembaga-lembaga keuangan dan penegak hukum untuk mematuhi standar yang 

tinggi dalam hal privasi dan penggunaan data. 

Edukasi masyarakat mengenai pentingnya melaporkan transaksi mencurigakan juga 

menjadi faktor kunci dalam pemberantasan pencucian uang. Banyak masyarakat yang tidak 

menyadari bahwa mereka bisa membantu dalam upaya deteksi dini terhadap pencucian uang. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan kampanye edukasi yang luas untuk menjelaskan tanda-tanda transaksi 
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mencurigakan dan pentingnya melaporkannya kepada pihak berwenang. Kampanye ini tidak hanya 

menyasar individu, tetapi juga sektor bisnis yang sering terlibat dalam transaksi besar, seperti sektor 

properti, perdagangan, dan perbankan. Bisnis harus diajarkan untuk mengenali tanda-tanda 

transaksi mencurigakan dan memiliki prosedur yang jelas dalam melaporkannya. Jika masyarakat 

dan sektor bisnis lebih aktif melaporkan transaksi mencurigakan, maka proses deteksi dini akan 

semakin efektif dan cepat. Edukasi ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak 

buruk dari pencucian uang terhadap perekonomian dan masyarakat secara umum. 

Peningkatan regulasi di sektor keuangan juga penting untuk mendukung upaya 

pemberantasan pencucian uang. Lembaga-lembaga keuangan, seperti bank dan perusahaan 

investasi, harus memiliki sistem yang memadai untuk melaporkan transaksi mencurigakan secara 

otomatis. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi nasional, tetapi juga 

dengan kewajiban internasional yang harus dipatuhi. Bank dan lembaga keuangan harus mematuhi 

standar yang ditetapkan oleh otoritas seperti FATF untuk memastikan bahwa mereka tidak menjadi 

sarana untuk pencucian uang. Dengan sistem yang lebih baik, setiap transaksi yang mencurigakan 

akan segera terdeteksi, dan tindakan yang diperlukan dapat segera diambil. Oleh karena itu, 

lembaga-lembaga keuangan harus berinvestasi dalam teknologi dan pelatihan untuk meningkatkan 

sistem pengawasan dan pelaporan mereka(Kartika Dkk, 2021). 

Kerjasama internasional menjadi aspek yang sangat penting dalam pemberantasan 

pencucian uang. Mengingat sifat kejahatan ini yang sering melibatkan transaksi lintas negara, 

Indonesia perlu memperkuat kerjasama dengan negara-negara yang memiliki sistem pengawasan 

dan regulasi yang lebih ketat. Melalui kerjasama ini, Indonesia dapat saling bertukar informasi dan 

teknik penyelidikan dengan negara-negara lain, sehingga mempermudah pengungkapan jaringan 

pencucian uang internasional. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat kemitraan 

dengan organisasi internasional seperti Interpol dan FATF. Dengan bekerja sama dengan negara-

negara yang lebih maju dalam hal regulasi keuangan, Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani 

pencucian uang yang melibatkan pelaku dan transaksi lintas negara. 

Pemerintah Indonesia juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas 

sistem yang diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang. Evaluasi ini harus 

melibatkan semua pihak yang terlibat, mulai dari aparat penegak hukum hingga sektor keuangan 

dan masyarakat. Evaluasi yang tepat akan membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem 

yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu 

mengadakan forum diskusi dan analisis yang melibatkan berbagai stakeholder untuk mendapatkan 

masukan terkait efektivitas upaya pemberantasan pencucian uang. Dengan langkah-langkah 

tersebut, Indonesia dapat terus meningkatkan strategi dan kebijakan yang digunakan dalam 

memerangi pencucian uang secara lebih efektif dan efisien. 

 

KESIMPULAN  

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih menghadapi 

kendala signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, dan 

pemanfaatan teknologi. Meskipun Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah memberikan landasan 

hukum yang kuat, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Kompleksitas modus operandi 

pelaku dan tantangan koordinasi lintas negara juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas 
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pemberantasan pencucian uang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk 

meningkatkan kapasitas teknis aparat penegak hukum, memperkuat sinergi antar lembaga, serta 

memanfaatkan teknologi canggih untuk mendeteksi dan menganalisis transaksi keuangan yang 

mencurigakan. Dengan reformasi menyeluruh, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak 

pidana ini dapat lebih efektif dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian 

Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pencucian uang, pemerintah perlu 

memberikan pelatihan intensif kepada aparat penegak hukum terkait teknik investigasi dan 

perkembangan modus operandi terkini. Selain itu, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan 

dan analisis big data harus diadopsi untuk mempercepat identifikasi transaksi mencurigakan. 

Koordinasi antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, perlu diperkuat melalui 

pembentukan sistem terintegrasi untuk pertukaran informasi secara real-time. Lembaga keuangan 

juga perlu ditingkatkan perannya melalui edukasi terkait kewajiban pelaporan transaksi 

mencurigakan. Terakhir, kesadaran masyarakat mengenai dampak pencucian uang harus 

ditingkatkan melalui kampanye publik, sehingga dapat terwujud deteksi dini yang lebih efektif. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adhar, Adhar. "Analisis Fungsi PPATK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang." JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi 2, no. 1 (2020): 32–41. 

https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1107. 

Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di 

Pasar Modal." Journal of Judicial Review 24, no. 1 (2022): 59-80. 

Disantara, Fradhana Putra, Septina Andriani Naftali, R. Yuri Andina Putra, Dwi Irmayanti, and 

Galih Rahmawati. "Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid19." Jurnal USM 

Aw Review 5, no. 1 (2022): 61. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135. 

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. "Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness 

Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 

1 Penitentiary)." POSTULAT 1, no. 1 (2023): 1–7. 

https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137. 

FitzGerald, V. Money Laundering and the Financial System: Legal and Regulatory Aspects of the 

Process, 2nd ed. (Routledge, 2017). 

Haryanto, H., and Z. Arifin. "The Effectiveness of Indonesia’s Anti-Money Laundering 

Regulations." Indonesian Journal of Criminal Law 4, no. 2 (2016): 55-70. 

Irawan, A., Taman, S., & Bima, S. "Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi 

Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia." Vol. 9, Issue 2 (2015). 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta: Kementerian 

Keuangan RI, 2010). 

Nuryanto, A. D. "Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate 

Crime Perbankan." Bestuur 7, no. 1 (2019): 54-65. 

Prasetyo, R., Pradityo, R., & Tri Mayasari, R. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya 

Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh Korporasi." Vol. 30, 

Issue 1 (2021). 



 

 
                                                                                                                                                              

 

 

 

9937 

 

JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara 
https://jicnusantara.com/index.php/jicn  

Vol : 1 No: 6, Desember 2024- Januari 2025  

E-ISSN : 3046-4560 

Putri, Mutia Kartika, and Fenny Monica Utama. "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang Oleh PPATK Melalui Kerjasama Internasional." Justice Law: Jurnal Hukum 1, no. 2 

(2021): 86–96. https://mail.scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/article/view/1176. 

Robbani, H. "Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal 

Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA)." 

LITERATUS 3, no. 2 (2021): 180–190. 

Sudarsono, B., and S. Kurniawan. "Money Laundering and Its Impact on Economic Stability in 

Indonesia." Journal of Indonesian Economic and Business Studies 5, no. 3 (2018): 142-158. 

Tanggahma, B. "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian 

Uang pada Praktik Perbankan di Indonesia." Papua Law Journal 1, no. 1 (2023): 62-80. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, 

Watkat, F. X., Ingratubun, M. T., & Ingsaputro, M. H. "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang 

Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di 

Indonesia." Jurnal Hukum Ius Publicum 4, no. 2 (2023): 134-162. 

World Bank. Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism: A Global Perspective 

(Washington, DC: World Bank, 2018). 

 


